
BAB V 

KESIMPULAN & SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki 

kedudukan yang setara dalam Pemerintahan Indonesia sebagai sesama Pegawai 

Negeri. Sebagai Pegawai Negeri, kedua instansi tersebut memiliki tambahan 

peraturan khusus mengenai prosedur perceraian (dan juga perkawinan) disamping 

UU No. 1/1974 dan PP No. 9/1975 yang berlaku untuk umum. Untuk TNI hal 

tersebut diatur dalam PERMENHAN No. 23/2008, sedangkan untuk PNS diatur 

dalam PP No. 10/1983 jo PP No. 45/1990.  

Meskipun prosedur perceraian untuk TNI dan PNS sama saja, namun salah 

satu tahapan prosedur perceraian berupa izin untuk melakukan perceraian dari 

pejabat yang berwenang pada masing-masing instansi memikili perbedaan. 

Perbedaan tersebut terlihat pada PP No. 10/1983 jo PP No. 45/1990 yang lebih 

mengatur secara jelas dan detail dalam hal prosedur pemberian izin perceraian 

dibandingkan prosedur pemberian izin perceraian dalam PERMENHAN No. 

23/2008.  

TNI dan PNS juga memiliki perbedaan dalam hal penentuan besaran 

kewajiban alimentasi sebagai akibat dari perceraian berupa besaran biaya yang 

harus diberikan seorang bapak kepada anak-anaknya dan/atau mantan suami 

kepada mantan istri. Untuk PNS penghitungan kewajiban alimentasi diatur secara 

detail oleh PP No. 10/1983 jo PP No. 45/1990. Untuk TNI tidak ada pengaturan 

secara khusus besaran biaya yang harus dintanggung oleh TNI pria apabila ia 

melakukan perceraian (sesuai kesepakatan para pihak/pengadilan).  

Dalam hal pemberian sanksi apabila anggota TNI dan PNS lalai dalam hal 

prosedur izin perceraian dan/atau kewajiban alimentasi, baik PNS dan TNI 

memiliki perbedaan dalam hal sanksi yang akan didapat anggota TNI/PNS. 

Perbedaan sanksi yang didapat tersebut sesuai dengan bidang TNI dan PNS yang 

berbeda sebagai sesama Pegawai Negeri. Seperti yang telah dijelaskan pada bab 
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sebelumnya bahwa TNI adalah Pegawai Negeri dalam bidang militer sedangkan 

PNS adalah Pegawai Negeri dalam bidang sipil.  

5.2. Saran  

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan mengenai Analisis Prosedur 

Perceraian & Akibat Hukum Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) 

Dibandingkan Dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), penulis memberikan saran-

saran sebagai berikut: 

1. Pembentuk Undang-Undang dan Pemerintah harus meninjau kembali atau 

melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai prosedur serta dasar hukum perceraian bagi anggota TNI. 

2. Memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan spesifik bagi anggota TNI 

terhadap penghitungan dan besaran kewajiban alimentasi yang harus 

ditanggung seorang mantan suami untuk mantan istrinya dan/atau biaya 

untuk anak/anak-anaknya. 

3. Memberikan pemahaman dan penyuluhan mengenai peraturan perundang-

undangan khususnya mengenai perbuatan hukum perdata di lingkungan 

TNI. 

4. Meningkatkan profesionalitas lembaga peradilan agar lebih cermat 

mempergunakan/menerapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai perceraian TNI agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak 

mengingat ketidak spesifikan peraturan perceraian TNI yang ada. 
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